PEMERINTAH KABATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG

PENETAPAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

: bahwa dalam rangka mempercepat pencapalan prioritas
program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 dan guna
mewujudkan pemerataan pembangunan serta konsistensi
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah dengan
hasil musrenbang, maka dipandang perlu menetapkan
Pagu Indikatif Kecamatan Tahun 2015, yang dalam
pelaksanannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada
tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2008 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013~
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun
2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAGU
INDIKATIF KECAMATAN TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu usulan

anggaran.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

N o os o

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya pagu indikatif kecamatan adalah
agar kecamatan dapat mengusulkan program/kegiatan
yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat
(belanja modal/pembangunan fisik).



(2) Tujuan diberikannya pagu indikatif kecamatan adalah :

a. Mempercepat pencapaian program prioritas RPJMD
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018.

b. Pemerataan  alokasi  program/kegiatan  yang
menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja
modal/pembangunan fisik).

c. Konsistensi alokasi APBD dengan hasil musrenbang.

BAB 111
RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA PAGU KECAMATAN
Pasal 3

Rumusan untuk menghitung besarnya pagu kecamatan
bagi setiap kecamatan :

& Alokasi Dasar =50% x Pagu belanja yang menyentuh

Pagu Indikatif kebutuhan langsung
Kecamatan masyarakat (belanja
(AD-PIK) modal/pembangunan fisik)

tahun sebelumnya

b. Pagu per kecamatan :
1. Rumusan pagu indikatif per kecamatan:
(PIPK)=(AD-PIK) (BKx)
2. Rumusan penetapan nilai bobot kecamatan (BKx)
BKx = a1KV) + a2KVz + .... aaKVa
ay, az, ....an = Angka bobot dari masing-
masing variabel
KVi, KVz, ....KV, = Koefisien masing-masing
variabel

3. Rumus koefisien variabel kecamatan x :
a) KV luas wilayah = Luas wilayah kecamatan
Luas wilayah kabupaten

b) KV jumlah desa =Jumlah desa/kelurahan se-
kecamatan
Jumlahdesa/kelurahan se-
kabupaten

c) KV konstribusi PBB
= Jumlah realisasi PBB kecamatan
Jumlah realisasi PBB kabupaten

d) KV Jumlah penduduk
= Jumlah penduduk kecamatan
Jumlah penduduk kabupaten

e) KV Jumlah RTM =Jumlah RTM kecamatan
Jumlah RTM kabupaten

f) KV panjang Jalan Poros Desa yang belum tertangani
= Jumlah JPD kecamatan
Jumlah JPD kabupaten



-
4. Penetapan variabel dan bobot variabel :

No : Notasi Notasi
: Variabel Variabel | Bobot | BOPOt
1. | Luas wilayah Vi1 al 15
2. | Jumlah desa / V2 a2 20
kelurahan
3. | Konstribusi PBB V3 a3 15
4. | Jumlah v4 a4 20
penduduk
5. | Jumlah RTM V5 ad 20
6. | Panjang JPD V6 A6 10
yang belum
tertangani
Jumlah 100%

5. Definisi Variabel (menggunakan basis data tahun
sebelumnya) :

a) Variabel luas adalah luas wilayah kecamatan
berdasarkan data luas wilayah kecamatan yang
ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bojonegoro.

b) Variabel jumlah desa/kelurahan berdasarkan data
dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bojonegoro.,

¢) Variabel konstribusi PBB adalah realisasi PBB di
kecamatan berdasarkan data dari Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

d) Variabel jumlah penduduk adalah jumlah
penduduk yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik Kabupaten Bojonegoro.

e) Variabel RTM adalah jumlah rumah tangga miskin
yang bersumber dari Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bojonegoro.

f) Variabel JPD adalah panjang Jalan Poros Desa
yang belum tertangani yang bersumber dari Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 4

Besarnya penerimaan masing-masing kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Pagu Sementara
Alokasi Kegiatan Pembangunan (BM/Fisik) di Kecamatan
APBD Tahun Anggaran 2015), tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

Pasal 5

Usulan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan
langsung masyarakat (belanja modal/pembangunan fisik)
sebagaimana pagu indikatif per kecamatan
dimusyawarahkan dalam musrenbang kecamatan.



Pasal 6

(1) Usulan program/kegiatan yang menyentuh kebutuhan
langsung masyarakat (belanja modal/pembangunan
fisikk) yang berasal dari pagu indikatif kecamatan
diverifikasi oleh SKPD Teknis yang membidangi dan
diakomodir untuk dianggarkan dalam APBD 2015
melalui Pos Anggaran SKPD Teknis yang membidangi
sebagaimana dimaksud.

(2) Jenis program/kegiatan pagu indikatif kecamatan
diarahkan mengacu pada program prioritas RPJMD
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, dengan
alokasi :

a.

bidang infrastruktur jalan dan jembatan sebesar
40% (empat puluh persen) dari pagu indikatif
kecamatan;

. bidang pertanian sebesar 15% (lima belas persen) dari

pagu indikatif kecamatan;

bidang pengairan sebesar 15% (lima belas persen)
dari pagu indikatif kecamatan;

bidang pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen)
dari pagu indikatif kecamatan;

bidang kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari
pagu indikatif kecamatan,

(3) Jenis wusulan kegiatan pagu indikatif kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaannya
diprioritaskan untuk :

a. Bidang infrastruktur jalan dan jembatan :

C.

- pembangunan /rehab jalan poros desa;

-pembangunan/rehab jalan lingkungan perkotaan
(IKK);

- pembangunan/rehab jembatan desa;

-pembangunan/rehab sarana prasarana air bersih
perdesaan;

-pembangunan/rehab sarana prasarana PJU;

- pembangunan /rehab TPT;

-pembangunan /rehab drainase.

. Bidang pertanian :

- pembangunan/rehab JITUT, JIDES (saluran irigasi
tersier dan kwarter);

-pembangunan/rehab JUT (Jalan Usaha Tani);

- pengadaan Pompa Air;

-pengadaan sarana prasarana pengolahan produksi
pertanian;

-pengembangan budidaya ternak dan ikan.

Bidang pengairan :

- pembangunan/rehab saluran irigasi primer/
sekunder/tersier;

- pembangunan/rehab cekdam;

- pembangunan/rehab embung/waduk;

- normalisasi kali/avoer/saluran.



d. Bidang pendidikan :
- pembangunan/rehab sarana prasarana pendidikan
(gedung/meubelair).

e. Bidang kesehatan:
-pembangunan/rchab sarana prasarana keschatan
(Polindes/Ponkesdes/Pustu/Puskesmas);
- pengadaan peralatan kesechatan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,
td.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Januan 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
ttd.
SOEHADI MOELJONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 8.

AP 1ansesuai dengan aslinya
SEKRETARIS D _ ATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
- NIP.-19600131 198603 1 008



PAGU SEMENTARA ALOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN (BM/FISIK) DI KECAMATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR

8 TAHUN 2014

TANGGAL : 30 Januari 2014

LUAS WILAYAH JUMLAM DESA/KEL PELUNASAN PBB (Th N-1) JUMLAH PENDUDUK JUMLAH RTM T e
WO ||| KRCARATAN AD =Pt 19% 2% % 0% 0% 0% Poniionn)
Ha Rp Yo Ro Realzan Rp e Ro RTM Rp My Rp
1 2 3 4 5 s 7 [ ® 10 " 12 1 “ “ boricsir-opridy
1 MARGOMULYO | 215000 000 000 13 988 1.952 563.002 L 600 000 000 240 561 83 432 145 884 25480 T44 058 688 4 480 1287 024372 25000 1413093671 0,430 886000
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7 GONDANG 215.000.000 000 10.701 1495874620 T T00 000 000 160 768 832 A29 4TI 025 28 847 B8 343 453 4420 127T0.675.385 11.000 22157218 5.254 524,000
8 TEMAYANG 215.000.000 000 12487 1742740 781 12 1.200 000 000 60 870 072 624 600 843 41241 1204022772 bl -] 1058 800 326 4.500 254 518081 8,084 974 000
O | SUGMWARAS | 215000000000 | 8795 | 1216265082 | 17| 1700000000 |  ssvces0e [  o7eersces | 58428 | 1sstoNe7 |  sant | ism2mmves | sooo | ameerse | oo
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230706 | 32260000000 | 430 | 43.000.000.000 | 18624194900 | 32.250.000.000 | 1472865 | 43.000.000.000 | 149.574 | 41.000.000.000 | 380.129 | 21.500.000.000 | 115.000.000.000
BUPATI BOJONEGORO
ttd.
H.SUYOTO

Pembins Utama Madya,
NIP. 19600131 198603 1 008




